
ABSTRAK 

Tren industri kosmetik di Indonesia mengalami pergerakan yang kuat dan 

menjanjikan. BPOM sebagai otoritas pengawas obat dan makanan, termasuk 

kosmetik, perlu mengiringi perkembangan yang positif ini dengan peningkatan 

pengawasan produk kosmetik. BPOM menemukan permasalahan dimana 

peredaran kosmetik di pasaran ada yang tidak memiliki izin edar serta 

mengandung bahan berbahaya. Seperti perkara No.300/Pid.Sus/2020/PN.Kdi 

mengenai penjualan produk kosmetik tanpa izin edar. Berdasarkan latar belakang 

tersebut, yang menjadi fokus penelitian adalah adalah apa dasar pertimbangan 

hakim dalam putusan No.300/Pis.Sus/2020/PN.Kdi tentang penjualan kosmetik 

tanpa izin edar dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap 

pertimbangan putusan hakim dalam putusan perkara No.300/Pis.Sus/2020/PN.Kdi 

tentang penjualan kosmetik tanpa izin edar.  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan cara 

library research. Jenis data secara kualitatif yakni beruppa bahan hukum primer, 

sekunder dan tersier. Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan 

teknik analisis deskriptif kualitatif. 

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara penjualan 

kosmetik tanpa izin edar dalam Putusan Pengadilan Kendari 

No.300/Pid.Sus/2020/PN.Kdi adalah berdasarkan pertimbangan secara yuridis, 

pertimbangan secara filosofis, dan pertimbangan secara sosiologis. Tinjauan 

hukum pidana Islam terhadap pelaku usaha kosmetik tanpa izin edar merupakan 

perkara kontemporer sehingga ini masuk kepada jarimah ta’zir. Mengenai 

hukuman bagi penjual kosmetik ilegal yang mengedarkan sediaan farmasi tanpa 

izin edar tidak ada nash yang mengaturnya secara lengkap dan jelas, maka 

kemudian hukumannya tersebut diserahkan kepada Ulil Amri. 
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